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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

a.

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan
Desa agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) perlu ditinjau kembali untuk
diadakan perubahan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Ngawi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
danTransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2018 Nomor 29).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2018 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 36 ayat (5) dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk:

operasional pemerintah Desa;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

o a0 TP

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Desa.

(5) Dihapus.

(6) Masyarakat/kelompok masyarakat penerima barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

(7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, jenis barang,
jumlah barang dan harga barang.

Ketentuan judul Paragraf 5 diubah, sehingga Paragraf 5 berbunyi sebagai
berikut :

. Paragraf 5
Kriteria Bencana dan Kriteria Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Untuk
Penanggulangan Bencana



-5-

3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 39

Bencana dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kriteria yaitu :
a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan

c. bencana non alam.

Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor,

kebakaran dan angin puting beliung.

Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial

antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Ketentuan kriteria bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c¢ adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana

adalah kegiatan yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya

bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, meliputi:

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan
pengungsi;

c. pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil
dan/atau bersifat sementara;

d. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal; dan

e. dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk
memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat
terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan

huruf e meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih, sanitasi,

pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

Ketentuan judul Paragraf 6 diubah, sehingga Paragraf 6 berbunyi sebagai

berikut :

Paragraf 6

Kriteria Keadaan Darurat dan Kriteria Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Untuk Masyarakat
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Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 40

(1) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan sarana dan prasarana
pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena
bencana dan adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang
diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang
ditetapkan.

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat berupa
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, ekonomi masyarakat, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera.

Ketentuan judul Paragraf 7 diubah, sehingga Paragraf 7 berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 7
Kriteria Keadaan Mendesak dan Kriteria Masyarakat Miskin Yang Mengalami
Kedaruratan

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 41

(1) Kriteria keadaan mendesak adalah keadaan yang memaksa untuk segera
dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan
primer dan pelayanan dasar masyarakat yang mengalami kedaruratan
berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan
dan/atau pelayanan sosial dan apabila tidak ditangani segera akan
mengakibatkan resiko kelaparan, kematian, sakit dan/atau cacat
permanen dan putus sekolah.

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah keluarga
yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup, tidak memiliki
penghasilan tetap, tidak memiliki sumber mata pencaharian sendiri
dan/atau kehilangan mata pencaharian.

Ketentuan Paragraf 8 dihapus.
Ketentuan Pasal 42 dihapus.

Ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
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keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa :

a.

b.

bencana alam, bencana sosial, bencana non alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten terkait penambahan
dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa Tahun berjalan;
adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa
berdasarkan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan/atau Pemerintah Kabupaten termasuk adanya bantuan keuangan
bersifat khusus; dan/atau

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan
lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

U/ (4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d merupakan selisih {gap) kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan belanja dalam APB Desa.

(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomani RKP Desa atau perubahan RKP Desa.

11. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf d diubah dan diantara ketentuan ayat (2)
dan ayat (3) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 61
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala

Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum dan/atau
sesudah Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a.

d.

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat
khusus;

keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran
antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan;
kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

keadaan luar biasa sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa harus
segera melakukan penyediaan atau pergeseran anggaran.

(2A) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapatkan rekomendasi dari Camat.
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(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan
selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.

12. Diantara ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 90A, sehingga Pasal 90A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90A

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan untuk belanja tidak
terduga dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa
yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.

(2) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
Kepala Desa ditetapkan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal & April 2020

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal € ppril 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR



